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ABSTRAK 

Chika Dwi Imelia, 202010115123, Kepastian Hukum Terhadap Pengembalian 

Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Terhadap Izin Pertambangan Dengan Modus 

Gratifikasi Dalam Bentuk Asuransi (Studi Kasus Putusan Nomor 2633 

K/PID.SUS/2018) 

 

Korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa. Korupsi di Indonesia semakin 

lama semakin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan kasus korupsi di Indonesia 

semakin spesifik, modus yang digunakan oleh setiap pelaku bebeda-beda. Ibarat 

penyakit, gejala korupsi di Indonesia dimulai dari tahap elitis di mana mega 

korupsi terjadi di pemerintahan. Penulisan ini berfokus pada Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 2633 K/PID.SUS/2018 yaitu Nur Alam selaku Gubernur Sulawesi 

Tenggara periode 2008-2017 melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima 

gratifikasi dengan bentuk asuransi untuk izin pertambangan. 

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan 

kasus. Dengan tujuan agar dapat mengukur kesepadanan hukuman yang diterima 

oleh terpidana berdasarkan teori kepastian hukum, asas legalitas, dan teori pidana 

dan pemidanaan yang bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum terhadap 

pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. 

Dari putusan yang penulis teliti, maka dapat disimpulkan pengembalian aset hasil 

tindak pidana korupsi dengan modus gratifikasi dalam bentuk asuransi adalah 

pengembalian barang yang memiliki nilai ekonomis yang didapatkan dari hasil 

tindak pidana korupsi dengan bentuk beberapa polis asurasi. Dalam hal ini akun 

asuransi yang dimiliki Nur Alam harus dibekukan. Jenis hukuman apabila telah 

mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi adalah pidana pokok yg terdiri 

dari pidana penjara dan pidana denda, serta pidana tambahan yaitu membayar 

uang pengganti atau pengambilan aset senilai uang pengganti dan mencabut hak 

politik. 

 

Kata kunci: Pengambilan aset, tindak pidana korupsi, gratifikasi 
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ABSTRACT 

Chika Dwi Imelia, 202010115123, Legal Certainty Toward the Return of Assets 

from Corruption of Mining License with Gratification Mode in the Form of 

Insurance (Case Study of Decision Number 2633 K/PID.SUS/2018) 

 

Corruption is an extraordinary crime. Corruption in Indonesia is increasing every 

year. The increase in corruption cases in Indonesia is increasingly specific, the 

mode used by each perpetrator is different. Like a disease, the symptoms of 

corruption in Indonesia start from the elitist stage where mega corruption occurs 

in the government. This writing focuses on Supreme Court Decision Number 2633 

K/PID.SUS/2018, in which Nur Alam as Governor of Southeast Sulawesi for the 

period 2008-2017 committed a criminal act of corruption by accepting gratuities 

in the form of insurance for mining licenses. 

The method used in this writing is normative juridical with a statutory approach, 

conceptual approach and case approach. With the aim of measuring the 

equivalence of the punishment received by the convicted person based on the 

theory of legal certainty, the principle of legality, and the theory of crime and 

punishment which aims to determine the legal certainty of returning assets 

resulting from corruption. 

From the decision that the author examines, it can be concluded that the return of 

assets resulting from corruption with the mode of gratification in the form of 

insurance is the return of goods that have economic value obtained from the 

proceeds of corruption in the form of several insurance policies. In this case, Nur 

Alam's insurance account must be frozen. The type of punishment for returning 

assets resulting from corruption is the main punishment consisting of 

imprisonment and fines, as well as additional punishment, namely paying 

restitution or taking assets worth restitution and revoking political rights. 

 

Keywords: Asset retrieval, corruption crime, gratuities 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO: 

“Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya 

jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. 

Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan 

(keperluan)-nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)-

Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." 

(Q.S. Ath. Thalaq: 2- 3) 

PERSEMBAHAN: 

Untuk kedua orangtua saya yang selalu men-support saya dalam segala hal. 
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